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Bahwa dalam rangka perluasan Akses Layanan dan Peningkatan Mutu
Pendidikan yang berkualitas pada Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
untuk Satuan Pendidikan Luar Biasa Negeri (SLBN) maka perlu
adanya ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku.
Bahwa untuk melaksanakan proses pendidikan di satuan Sekolah Luar

Biasa Negeri (SLBN) dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, Tentang Pemeriksa dan
Tanggungjawab Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, Tentang Perimbangan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
lLJlngem g-ungzng Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
ndang-undang Nomor ;
Disabilgitas, g ' 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang
gil:i?lg-undang Nomor 72 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar
g;;i?;hg. undang Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelola Keuangan
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13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015, Tentang Kementrian

Pendidikan Nasional.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 47 Tghun
2016, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan. .
15. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daera

16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 07 'I_‘ahun 2018, tentang
Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pengelola Keuangan
tingkat SKPD dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ‘ ‘
Pertama ; Pemberian ljin Operasional Penyelenggara Sekolah Luar Biasa Negeri
(SLBN) Talabatai Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan.
Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan orga
mengacu pada undang-undang yang berlaku.

nisasi dan tata kerja

atas

Ketiga Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dikeluarkanya Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Ambon

Pada Tanggal : 15 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proadif

ibina Uthma Madya
NIP. 19620112 198201 1 006
Tembusan disampaikan kepada Yth :
Bapak Gubernur Maluku di Ambon(sebagai laporan)
Ketua DPRD Provinsi Maluku
Direktur PK-LK di Jakarta
Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat
Bupati Seram Bagian Barat
Kepala Bappeda Prov. Maluku
ﬁeapl)z:(au Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
Kepala Dinas Pendidikan K. i
. ginggal, abupaten Seram Bagian Barat
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